BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Renglumen

Parédigma penelitian teffokﬁs-pada masalah efekti-
vitas kepenmimpinan para pejabat struktural dalam mengupa-
yakan profesionalisasi tenags keﬁendidikan_ke arah penca-
paian produktivitas organisasi LPTKHIKIP. Masalah yang
diteliti berada dalam konteks sistem niléi budaya organi-
sasi.

Metodologi penelifian menggunsakan pendekatan kua-
litatif yang berusaha mengamati, memahami, qan menghayati
fenomena rezlitas sosigl dalam bentuk pola perilaku sim-
bolik warga sivitas akademika yang menunjukkan isyu-isyu
tertentu dalam kehidupan svatu orgenisasi perguruan ting-
&l negeri. Berdasarkan date den informasi empirik yang
diidentifikasikan, dideskripsikan, dan dianslisis, disu~

suniah suatu hipotesis kerja yang dapat menjelaskan data
kasus itu. Jenis paradigma penelitian yang digunaken ada-
1¢h "naturalistic inquiry research", di mana data dan in-
formasi diperoleh melalui studi kasus dengan cara obser-
vasi partisipasi langsung, wawancare informal, dan mene-
lash bahan-bahan dokumentasi yang ada kaitannya dengan
masalah efektivitas kepemimpinan para pejabat struktural
dalam menyelenggarakan upaya profesionalisasi.
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Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusun-
an peradigma penelitian dilatarbelekangi oleh Ilmi Peri-
laku Administrasi-Organisasi dengan pendekatan interdisi-
pliner. Teori-teori yang mendasari penyusunaﬁ konsep ke-
pemimpinen dan profesionalisesi kependidikan, menggunaken
teori kepemimpinan situasional (Hersey dan Blanchard),
pola-pola kepemimpinan produktif (Cribbin), pola-pols ke-
pemimpinan dalem sistem sosial kependidikan {Getzels, Gu-
ba, dan Thelen), pole kepemimpinan Pancasila, teori keku-
asaan (Etzioni, Prench, Raven, Kruglanski, Heréey, dan
Goldsmith), teori profesionslisasi (Vollmer dan Mills,

Schein dan Kommers, Weber, Etzioni).

1. Konsep Kepemimpinan dan Profesionaligasi dalam

Pendidikan

Kepemimpinan delam konteks organisasi sangat ter-
gantung pada situasi interaksionsl antara pemimpin dengan
yang dipimpin, keterkaitan antara perilaku orientasi pe-
~mimpin terhadap sfruktur penyelesaian tugas dan hubungan
manusiawi, dan juga:tingkat kematangan pars anggota yang
dipimpinnysa.

Kepemimpinan dalam organisasi pergurusn +tinggi
hendaknya memperhatikan situesi kematangan atau kemampu-
an profesional werga sivitas akademika, terutama tenaga

akademiknysa. Perlakuan terhadap tenaga fungsional
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akademik (tenzga pengajar) yang pada umumnya telah mem~
punyai kemampuan kerja sesuai dengan bidang.keahliannya,
Jjangan disamakﬁn dengan menghadapi tenaga pegawai tata
usaha yang memberikan bantuan pelayanan administratif.
Tenaga pengajar selain sebagai aparat birokratis (pega-
wai negeri) adalah juga sebagai tenags profesional yang
melaksanakan tugas profesionalisasi (prosés bela jar-meng—
ajar) dalam rangka menghasilkan lulusan yang terjamin
tingkat produktivitasnya (jumlahnya banyak dan kualitas-
nya tingegi).

Pola kepemimpinan yang.sesuai dengan situasi bu-
daya organisasi perguruan tinggi ialah pola kepemimpinan
pancasila yang sifétnya demokratis, partisipatif, konsul-
tetif, dan kolegial, yang penerapannya‘hendaknya memper—
hatikan tingkat kemampuan profesional wargs sivitas aka-
demika, |

Dapat dikatakan bahwa tidak semua jenis pekerjaan
yang ada dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini bi—
- s8a disebut profesi, tetapi hanyalah jenis pekerjaan yang
-telah mengalami proses profesionalisasi atéu telah meme-—
nﬁhi syarat—-syarat profesional. Ditinjau dari segi pendi-
dikan maka secara umum terdapat dua Jenis profesi yaitu
(1) profesi kependidikan, dan (2) profesi non-kependidik-
an. Pekerjaan yang disebut profési ialah pekerjéan Yang

‘dikerjakan oleh orang-orang péofesional,-yakni mereka
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yang telah mendapat pendidikan tingkat akademik (minimal
empat tsghun), melaksanakan pekerjaannya berdasarkan sua-
tu bidang ilmu/teori yang werupakan keahliannya, mempu-
nyai kewenangsn profesional yang diakui oleh klien dan
masyarakat, memiiiki kode etik profesional yang diper-
tanggungjewabkan kepada suatu organisasi (ikatan) pfofe—
si dimanz dis menjadi anggotanya.

Jenis~jenis profesi yang telah lama dikensal dan
diakui masyarakat atau sering disebut profesi,qusik ia~
leh pekerjaan-pekerjaan di bidang hukum, kedokteran, te—
ologi, dan pengajar di perguruan tinggi. Masih banyak
lagi jenis pekerjaan yang muncul kemudian setelah meng-
alami proses profesionalisasi atau telah memenuhi kri-
teria profesional.

Profesi kependidikan berada dalam suatu garis
kontinum yang ujung-ujungnya menunjukkan titik non-pro-
fesional dan titik profesional penuh.

A B

" Titik A merupakan titik non-profesional, sedangkan ti-

tik B adalah titik profesional penuh. Pada tingkat ter—~
tentu dituntut suatu sertifikat kewenangan mengajar.
Misalnya ijazah er untuk guru TK dan SD, Diploma I/AIX
untuk guru SMTP/SD, Diploma II/A II untuk guru SMTP,
Diploma IIT / A III untuk guru SMTA/SMTP, Sarjana S1 /
A IV untuk guru SMTA, Magister S2 / A V dan Doktor S3
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untuk pengajar atau dosen di perguruan tinggi. Setiap te-
naga kependidikanlsznantiasa tumbuh dan berkembang kemam—

puan profesionalnya.

2. Hasil Studi Kasus

Paras pemimpin atau pejabat struktural di LPTK IKIP
telah bekerja keras untuk melasksanskan tuges dalam penye-
lenggaraan kegiatan-kegiatan akademik sesuai Yridharma
perguruan tinggi dan juga delam pembinsan warge sivitas
akademike sesuai dengan pératuran perundang-undangan yang
berlaku. Dapat dikatakan bahwe mereka telah melaksanakan
tugas kepemimpinannya secars berhasil, namun belum efek-
tif dan efisien. Persentase lulusannyz meningkat terus
pada beberapa tahun terskhir ini, namun segi kualitasnya
mesih tetap dipertanyakan orang. |

Ketidakefektivan atau ketidekmantapan kepemimpinan
pejabat struktural dalam mengelolis kegiatan—kegiatan aka—
demik dan pembinsan personil, disebabkan oleh beberaps

'kelemahan kualitatif yang antara lain ad;lah:

Pertama, kelemahan dalam dimensi preferensi nilai-
nilai, di mana para pemimpin kurang komitmen terhadap ni-
lai-nilai yang terkandung dalam tujuan organisasi LPTK
IKIP. Mereka seringkali tidak konsekuen dalam tindakannya,
ape yang diucapkan seringkali berbeda dengan perbuatannya,
atau tidak satunya kata dan perbuatan.
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Kedua, kelemzahan dalam dimensi kemantapan kepriba-
dian, di mana para pemimpin cenderung menyalahgunakan we-—
wenang yang ada padanya sehingga mengakibatkan "kebocor-
an-kebocoran", kurang bertanggung jawab sehingge cende-
rung saling mempersalashkan shfara satu dengan yang lain.

Ketiga, kelemahan dalam dimensi perubahan dan per-
tumbuhan sebagai proses, di mana pemimpin seringkali su-
1it ﬁenerimafkritikan sebagai suatu upéya untuk memﬁerba—
iki produktivitas organisasi. Ada keceﬂderungan mereka
lebih senang mempertahankan kemapanan organisasi. Konflik
sebagai perbedaan pendapat untuk mencari alternatif lain,
sulit diterime oleh pemimpin, sehingga dengan dalih demi

stabilitas mereka cenderung menghindari konflik.
| Segala masalah efektiviﬁas kepemimpinan sebagaima-
na telah diidentifikasi den dideskripsikan pada bab IV
Justru disebabkan oleh kelemahan-kelemahan kuslitatif di-
atas. Faktor kunci yang merupakan inti terdalam dari ke-—
' pemimpinaen adalah hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang me-

‘miliki hikmat kebijaksanaan, aken senantiasa melaksanakan
tugas dan fungsi kepemimpinannysa secara efektif dan efi-

sien. Hikmat kebijaksansan itu berarti bukan hanya kemam-
puan intelektusl, tetapi meliputi kemsmpuan-kemampuan la-

innya yang inheren ada pada setiap manusia seperti kemam-
puan afektif dan konatif. Malahan hikmat itu merupakan:
karunia ilahi yang mendasari adanya keputusan katahati.
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B, Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi, deskripsi, analisis, in-
terpretasi dan pemahaman terhadap data informasi yang di-
‘peroleh, ditariklah beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor kunci yang merupakan inti terdalam dari
kepemimpinan dalam suatu organisasi adaish hikmat kebi-
Jeksanaan yang berarti bukan hanya kemampuan intelektual,
tetapi mencakup totalitas kemampuan manusia seutuhnya se-
perti kemampuan afektif dan konatif. Hikmat kebijaksanaan
inilah yang memadukan cipta, rasa, karsa, dan karya dari
setiap pemimpin sehingga menimbulkan keputusan-keputusan
berdasarkan katahati. Hikmat merupakan karunia ilahi se-—
hingga sifatnya superrasional dén melebihi akalbudi bela—
ka.

2. Apabila setiap pemimpin memiliki hikmat kebijak-—
sanaan dan menerapkannya dalam segala perbuatan kepemim-
pinannya, maka konsensus dan komitment kerja dari anggo-
ta-anggota organisasi yang dipimpinnya bisa muncul dan
_bertumbuh dengan subur.

3. Kepemimpinan yang efektif, efisien, dan produk-
tif, bisa terwujud justru karens adanya hikmat kebijaksa-

naan,
4. Pemimpin yang berhikmat, tidak hanya mengandal -
kan kekuasaan formal, tetapi juga kekuasaan pribadi yang



didukung oleh rasa hormat, respek, kecintaan, ketaatan,
kegetiaan, dan.kemurnian hati dari orang-orang yang di-
pimpinnya. Dia mempunyai wewenang dan wibawa.

5. Pola kepemimpinan pejabat struktural dalam ka-
sus penelitian, cenderung bergaya politis-birokratie yang
paternalistis. Pengambilan keputusan cenderung terpusat
dan tergantung kepada pribadi pimpinan tertinggi dalam
organisasi itu. Forum~forum rapat sering hanya berfungsi
sebagal tempat penyampaian ide-ide dari pemimpin, penga-
rahan-pengarahan, pendukungan kebijakan-kebijakan, dan
pengesahan secara legalistik keputusanrkeputusan yang te-
lah dipersiampkan teriebih dahulu.

6. Apabila suatu organisasi cénderung menerapkan
kepemimpinan politis-birokratis yang paternalistis, maka
8ikep konformisme dari bawahannye dapat bertumbuh dengan
subur. | '

7. Apabila sikap konformisme terlalu berlebihan
maka daya kreativites dan produktivitas akan terhambat
;perkembangannya. '

8. Apabilae kondisi konformitas terlalu menonjol,
maka muncullah mentalitas bawahan yang "masa bodoh"™, ber-
disiplin tidak murni, kurang bertanggung jawab, memberi-
ken laporan "ABS", takut mengambil resiko, lebih baik di-
an agar aman, dan tidak ada keberanian,

9. Profesionalisasi tenaga kependidikan belum ber-
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tumbuh dengan baik karena masih didominasi oleh birokra-
tisasi.

10, Jika nilai budaya organisasinya masih bersifat
politis-birokratis yang belum memberiken tempat yang la-—
yak bagi profesionalisme kependidikan maka upaya pemben-
tukan kemampuan berpikir dalam taraf tinggi yang bersifat
kritis, analitis, kreatif, reflektif, dan produktif, akan
mengalami'hambatan.

11. Konflik dalam suatu organisasi tidak gseluruhnya
- berarti negatif. Dalam batas—bafas tertentu, konflik mem-
punyai makna positif. Apabila menanggulangl konflik de~
ngan cara meniadakannya sama sekeli, maks justru akan me-
rugikan dinamika perkembangan maju organisasi itu. Apala-
gi suatu organisasi.perguruan tinggi yang mempunyai tena-
ge akademik profesional yang cenderung suka berdebat ka-
rena mempunyai kemampuan berpikir yang tinggi. Konflik
dalam organisasi hendeknya dikelola secara baik agar bisa
- memunculkan hal-hal baru, inovasi, pemurnian, pembzharuan,
kreasi, yang sangat berguna bzgi pertumbuhan, perkembangan
suatu organisasi, ‘ ' |

12, Struktur orgenisasi perguruan tinggi, seyogianya
lebih berbentuk organisasi konsultatif-koleginl yang lebih

berorientasi pada budaya organisasi profesional. Pola ke—
pemimpinannya lebih bersifat demokratis-partisipatif-dele—
8tif karena banysk mempunyai tenags akademik yang profe-
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sional. Kehidupan organisasi yang bebas dari unsur primor-
dialisme, nepotisme, dan patronase. Suatu organisasi per-
guruan tinggi yang lebih menjamin adanya kebebasan akade-
mik dan mimbar akademik yaﬁg bertanggung jawab terhadap

kepentingan dan kemajuan bangsa dan tanah air.

13. Pengendalian mutu produktivitas perguruan ting-
gi hendsknya dilsksanakan secara menyeluruh, berdasarkan
semangat kebersamzan, kekeluargaan, kolegial, bertanggung
jawab, kesadaran, keikhlasan, kecintaan, kebenaran, dan

keterikatan terhadap nilai-nilai pribadi dan’kelembagaan.

C, Implikagi Hagil Penelitian

1l. Efektivitas Kepemimpinan

Efektivitas kepemimpinan sebagaimana yahg tampak
sebagai fenomeﬁa pole perilaku pemimpin dalam hubungan
dengan kemampuann&a mempengaruhi para pengikutnys, +ting-
- ket kematangan kerja mereka, dan kemampuannya dalem me-
_nyesuaikan dan memanfaztkan situasi kelompoknya, sangat
'menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pole peri-
laku kepemimpinan dapat dilihat sebagai gaya kepemimpin-
an yang dimiliki dan yang diterapkan oleh pimpinan itu.
Namun diakui bahwa tidak ada satu pun gaya kepemimpinan

yang efektif untuk segala situasi organisasi. Dengan ka-
ta lain, suatu gays kepemimpinan tertentu sangat efektif

bagi suatu situasi organisasi tertentu tetapi tidak efek-
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tif bila diterapkan pada situasi organisasi lain yang
berbeda.

Pola kepemimpinan yang diterapkan oleh para peja-—
bat struktural di setiap unit organisasi atau struktur
birokratik kenegaraan, polanya cenderung hampir seragam
semuanye. Dengan berbagai peraturan dan ketentuan yang
dikeluarkan secara sentralistik, memungkinkan para hiro-
krat atau pelaksana administrasi negara itu bertindak
seragam. Budaya organisasi politis-birokratis yang pa-
ternalistis telah mewarnai hampir setiap organisasi for-
mal yang ada, termasuk organisasi perguruan tinggi. Pola
kepemimpinan yang diterapkan cenderung bersifat politis~
birokratis-paternalistis.

Pejabat sfruktural di perguruan tinggi tentu saja
berupaya menerapkan pola kepemimpinan yang efektif sesu~
al dengan situasi organisasinya. Adalah kurang bijaksana
bila mereka menganggap bahwa organisasi perguruaﬁ tinggi
itu tidak banysk berbeda dengen situasi organisasi laine-

nya.

Pola kepemimpinen blrokratls—pol1tla-paternalls—
tls dikategorikan sebagsi pola kepemlmplnan yang tidak
produktif (Cribbin, 1981, hal,104). Namun secars situa-
sional dapat diterapkan bagi situasi organisasi yang se-—
bégian besar personilnya masih rendsh kematangan ker-

janya. Penerapan gaya/pola ini memang sesuai dengan pe-
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mimpin yang mempunyail orientasi tugas tinggi tetapi ren-
dah dalam hubungan dengan anggotanya.

Pola kepemimpinan yang cocok untuk organisasi_per—
guruan tinggi ialah pola partisipatif, konsultatif, pen-
delegasian, dan kolegial. Pejabat struktural hendaknya
menerapkan pola kepemimpinan ini karena pada umumnya te-
naga pengajar itu adalah tenaga profesional yang cukup
matang dalem pekerjaannya. Pola kepemimpinan ini cocok
dengan kepemimpinan pancasila yakni "ing ngarso sung tu-
lodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayni*. Seorang
pemimpin senantiasa selalu tampil ke depan untuk memberi-
kan teladan kepada yang dipimpinnya, berads bersama d4i
tengah mereka unpuk memberikan semangat kerja, dan bera-
da di belakang mereka untuk_memberikan motivasi agar da-
pat berprestasi lebih baik lagi secara kreatif, mandiri
dan bertanggung jawab. |

Dampak negatif bila dalam organisasi pendidikan
diterapkan pola kepemimpinan politis birokratis, citra
‘pendidikan akan menjadi jelek. Sekarang ini sudah mulai
- terasa adanya kecenderungan dan kasus-kasus tertentu
yang mulai masuk di 1ingkungan dunia pendidikan ialsh
antara lain: gejala komersialisasi jabatan, penggunaan

dana yang tidak bertanggung jawab, terialu menekan anak
didik, siswa, atau mahasiswa.

Implikasi dalam proses belajar-mengajar {profesi-
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onalisasi) bahwa siswa atau mahasiswa kurang semangat be-
lajar, nanti belajar menjelang tanggal ditentukannya uji-
an dan hanya untuk mendapatkan nilai atau angka rapor
atau indeks prestasi yang cukup tinggi wadbaupun usaha be-
lajarnya rendah. Hal ini mungkin akan ditempuhnya dengan
cara "menyuap" guru dengan herﬁagai hadiah atau pengaruh
tertentu. Dari pihak guru ada kecenderungan subyektif Qa—
lam menilai prestasi belajar mereka. Kemungkinen ada juga
kecenderungan dari pejabat struktural yang otoriter, yang
menyebabkan bawahannys merasa takut mengeluarkan pendapat
jurang inisiatif dan bersikap sangat tergantung kepada
orang lain, tak mampu befpikir'produktif, dan cenderung

- bersikap munafik. Tentu saja hal ini belum bisa dlgenera-
113331kan, namun berdasarkan kasus-kasus yang ada kita ha-

rus waspada dan menyadari segala akibat negatifnya.

2., Proses Profesionalisasi

Adanya fakta bahwa kualitas pendidikan termasuk

' perguruan tinggi yang cenderung merosot, patut diakui
bahwa kesalehannya bukan satu-satunya berasal dari pihak
guru atau pengajar saja. Faktor-faktor yang menyebabkan-
nya sangat banyak dan bahkan sangat rumit untuk mencari
jalan pemecahannya. Di satu pihak, demi tuntutan kebutuh-
an tenaga pengajar yang cukup banyak karena meledaknya
populasi siswa/mahasgiswa yang memperoleh kesempatan be-

lajar, maka sangat dibutuhkan jumlah tenaga pengajar
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yang cukup memadai, tetapi di pihak lain.banyak keluhan

tentang mutu mereka di lapangan. Kiranya patut disadari

bahwa kebutuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu
pendidikan termasuk perguruan tinggi, tak bisa ditunda-

tunda lagi.

Hasil penelitian kasus di IKIP Manado yang terfo-
kus pade masaleh efektifitas kepemimpinan dan pengaruh-
nya terhadap profesionalisasi tenaga kependidikan menun-—
Jukkan bahwe ada keterkaitan antara perilaku para peja-
bat struktural dalam menangani ﬁanajemen akadem;k de-
ngan perileku profesional tenaga pengajar yang melaksa-
nakan proses belajar-mengajar. Pihak pejabat struktural
Yang menerapkan pola perilaku kepemimpinan yang cende-
rung seragam (politis-birokrétis—paternalistis)-telah
dikaﬁi pada bagian-bagian terdahulu. Dari pihak tenaga
pengajar menunjukkan bahwa-peflu diperbaiki dan diting-
katkan kemampuan profesionalnya dalam membimbing, menge-
. lola sumber-sumber belajar untuk pencapaian tujuan per-
kulishan. Kecenderungan tenaga fungsional akademik (do-
sen) merangkap tugas dalam administrasi kepemimpinan da-
lﬁm struktur organisasi, perlu diatur secara bijaksana
agar tidak berat sebelah. Tenaga akademik yang diangkat
merangkap tugas sebagai pejabat struktural, pada umumya
terdiri dari orang-~orang yang cukup "berbobot" yang bila

tugas fungsionalnya sebagai dosen tidak berjalan lancar,
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maka yang dirugikan adalah perguruan tinggi itu sendiri.
Konflik peranan antara perilaku birokratis di sa-—
tu pihak dan perilaku profesional Yang menuntut otonomi
dan kebebasan mimbar ekademik di pihak lain, hendaknya
diatur agar ada keseimbangan. Ekstrimisme orientasi ti-
dak cocck dengan nilai-nilai luhur falsafah pancasila
-yang menuntut keserasian, keselarasan, dan keselmbangan
Tenaga pengajar sebagai Pegawai negeri dan sekaligus ju-
ga sebagai tenaga profesional (ilmuwan—guru) adalah "sa-
larjed professional®., Dalam melaksanakan hak otoriomi dan
kebebasan mimbar akademik hendaknya secara bertanggung-
Jawab mengabdi kepada kepentingan nusa dan bangsa seba-
gaimana yang terkandung dalam nilai-nilaji luhur pancasi-

la.

D. Rekomendasi

| 1. Walaupun penelitian ini hanya merupakan studi
~kasus pada salah satu perguruan tinggi negeri yakni IKIP
Manado, namun barangkali hasilnya dapat bermanfaat bagi

LPTK lainnya yang mempunyai karakteristik yang sama.

2. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengada-—
kan generalisasi, tetapi dengan menggunakan pendekatan

kualitatif berusahsa memahami dan menghayati kenyataan se-

benarnya tentang situasi interaksionsl warga sivitas

akademika. dalam proses kepemimpinan dan profesionalisasi.
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3. Easil penelitian ini dapat memberikan kontri-
busi kecil yang sekiranya bermanfaat dalam perkembangan
dan kemgjuan ilmu pengetahuén di bidang pendidikan, kKhu—
susnya administrasi pendidikan atau administrasi pergu-~
rﬁan tinggi. Karena itu maka semoga hasil penelitian ini
dapat digunakan oleh pemimpin-pemimpin pendidikan  yang
memans. jemeni sumﬁer daya manusia, baik di dalam LPTK sen-

diri maupun di Juar pendidikan formal.

4. Hasil penelitian ini hanya mengandalkan data
dan informasi berdasarken observasi langsung secara par-—
tisipasi dan wawancara yang sifatnya informal terhadap
beberapa responden atau informan, dan juga beberapa do-
kumen penting dgri LPTK yang ada hubungannya dengan tu-
juen penelitian. Disarankan agar kepada peneliti lain-
nya, dapat mengadakan penelitian korelasional dalam me-
nguji beberapa hipotesis secara statistis atau juga
mengadakan studi evaluatif tentang masalah-masalah kepe-
~mimpinan peﬁdidikan dalam suatu organisasi LPTK.

5. Kredibilitas profesi kependidikan atau profe-
s; guru dewasa ini masih cukup tinggi, asaikan dedikasi
terhadap tugas pelayanannya sebagai pendidik yang ber—}
tanggung jawab masih tetap menonjol.

6. Pola kepemimpinan di LPTK tidak perlu sama
atau seragam dengan pola-pola kepemimpinan di lembaga

organisasi sosial lainnya.



279

7. Otoritas kepemimpinan yang bersumber pada keku-
asaan formal (legitimasi) itu perlu, namun masih perlu
lagi dilengkapi dengan kekﬁasaan keahlian atau kemampuan
profesional, penuh tanggung jawab, ketakwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa sesuai dengan agame dan keperbayaannya.

8. Pola kepemimpinan paternalistik itu perlu,

asalkan keteladanan tokoh pemimpin itu tidak tercela.

9. Proses belajar mengajar yang_membangkitkan has-
rat ingin tahu dan kegairahan berpikir kritis, keberani-—
an, kreativitas dan produktif di kalangan peserta bela-—
‘Jar, tidak hanya digalakkan di lembaga-lembaga pendidik-
an formal dan nonformal, namun perlu dibiasakan sejak

dini di lingkungan keluarga.

10, Situasi konflik dan kompetisi yang sehat di
kalangan anggota organisasi itu perlu, namun harus dija-
&2 agar tetap berada dzlam batas-batas norma etika, ni-

lai luhur pancasila,; dan itikadnya baik.

11. Struktur LPTK bisa berobah dan berkembang men-
jadi lebih baik, nzmun hakekat profesi kependidikan itu

tetap harus hidup.

12. Dapat dipahami bahwa taraf perkembangan suatu
organisasi pendidikan itu masih dalam budaya pelitis dan
birokratis, namun dalam dinamiks perkembangan selanjut-

hya akan meningkat berubah menjadi organisasi berbudaya
profesional.



